
Page | 1 

 

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License 

(CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that 

the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not 

comply with these terms. 

 

The Role of Village Government In Building Smart Village (Case Study 

In Sugihwaras Villagem Candi District, Sidoarjo regency)  

[Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Smart Village (Studi 

Kasus di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo] 
 

Dicky Auliya Rochman1), Ilmi Usrotin Choiriyah *,2)  

1)Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia 
2) Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia 
 
*Email Penulis Korespondensi: ilmiusrotin@umsida.ac.id  

 

Abstract. In realizing a smart village, the participation of the village government/village head is needed, especially in the role 

of facilitator, motivator and dynamist. The aim of this research is to find out the role of the Sugihwaras Village 

Government in realizing a smart village in Sugihwaras village using qualitative descriptive methods using primary 

and secondary data with data collection techniques through observation and interviews. In this research, the author 

used a purposive sampling technique to determine informants. The theory used in this research is the smart village 

theory D.herdiana; 2019 using 3 indicators: first smart government, second smart community, third smart environment, 

with the role of village government as facilitator, motivator and dynamist. In the role of the village government as a 

facilitator, the Sugihwaras village government has provided application facilities and websites that are created based 

on the needs of the village community. In its role as a motivator, the government has taken steps to mobilize all elements 

to compete in using technology to create smart villages. And the role of a dynamist is also carried out by encouraging 

the community to work together to make the smart village concept a success through socialization and assistance. 

Overall, smart government and smart community have been implemented well, but in terms of smart environment 

indicators, the Sugihwaras village government has not implemented it optimally.  
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Abstrak. Dalam mewujudkan deesa cerdas/ smart village diperlukan peran serta pemerintah desa/ kepala Desa khususnya 

dalam pernan sebagai fasilitator, motivator dan dinamisator. Tujuan penelitian ini ialah untuk untuk mengetahui 

bagaimana peran Pemerintah Desa Sugihwaras dalam mewujudkan smart village pada desa Sugihwaras dengan 

menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder denngan teknik 

pengumpulan data melalui obeservasi dan wawancara. pada penelitian ini dalam penentuan informan penulis 

menggunakan teknik purposive sampling. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori smart village 

D.herdiana;2019 dengan menggunakan 3 indikator: pertama smart government, kedua smart community, ketiga smart 

environment, dengan peranan pemerintah desa sebagai fasilitator, motivator, dan dinamisator. pada peran 

pemerintah desa sebagai fasilitaor pemerintah desa sugihwaras telah memberikan sarana aplikasi dan website yang 

dibuat dengan berdasarkan kebutuhan masyarakat desa. dalam peranan sebagai motivator pemerintah telah 

melakukan dengan cara menggerakkan seluruh elemen untuk berlomba dalam pemanfaatan teknologi dalam 

mewujudkan desa cerdas. Dan peranan dinamisator juga dijalankan dengan mendorong masyarakat untuk bersama-

sama mensukseskan konsep desa cerdars dengan sosialisasi dan pendampingan. Secara keseluruhan smart 

government, smart community sudah dilaksanakan dengan baik akan tetapi dalam indikator smart environment 

dimana pemerintah desa sugihwaras belum melaksanakannya secara maksimal. 

Kata Kunci - Peran Pemerintah Desa, Smart Village, Inovasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

I. PENDAHULUAN  

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus segala urusan pemerintahan, dan kepentinngan masyarakat desa. Desa merupakan wilayah 

yang memiliki hak otonomi khusus dalam mengatur segala urusan pemerintahan dan segala kepentingan masyarakat 

desa dalam mewujudkan kemajuan desa. Desa adalah bagain terdepan dalam menentukan suatu arah kebijakan dalam 

rangka pembangunan nasional [1]. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 86 menyatakan bahwa hak untuk 

membangun sistem informasi desa yang terdiri dari data desa, data pembangunan, wilayah, dan informasi lain yang 

terkait dengan pembangunan desa adalah milik Pemeirntah Daerah dan Desa. Dalam rangka membangun 

kelembagaan dan meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup masyarakat, pembangunan dibangun berdasarkan 

strategi “bottom- up” yang didorong oleh prakarsa dan keinginan masyarakat [2]. Pembangunan pada prinsipnya 
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merupakan ragkaian proses dan usaha yang dilakukan oleh kelompok masyarakat secara tersistem untuk mencapai 

kondisi yang diinginkan. 

Menuju Indonesia emas tahun 2045 menjadi Negara maju, pemerintah di tingkat bawah yaitu Pemerintahan 

Desa perlu mempunyai grand desain dalam memanfaatkan teknologi guna mewujudkan smart village. Pemerintah 

Desa berperan penting dalam mewujudkan sebuah desa yang mandiri, dimana mereka bertanggung jawab atas 

kemajuan ekonomi, infastuktur, pembangunan, bahkan pendidikan di desa kepada pemerintah daerah [3]. Smart 

village merupakan konsep Desa digital yang berorientasi pada pemanfaatan pelayanan publik dan meningkatkan 

efisiensi dengan menggunakan teknologi informasi dilingkup Desa. Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan 

kehidupan pedesaan berbasis pemanfaatan teknologi informasi di masa depan, maka penerapan teknologi informasi 

dalam penerapan desa cerdas/smart village merupakan komponen krusial yang mendukung hubungan antara 

pemerintah desa, masyarakat desa dan lingkungan pedesaan [4]. Giffinger R, dkk (2007) menjelaskan bahwa 

karakteristik smart village dapat diukur melalui enam indikator yaitu, smart government, smart people, smart 

economy, smart mobility, smart environment dan smart living [5]. Konsep smart village di Indonesia dikembangkan 

dengan cara yang berbeda. Dalam menciptakan konsep smart village di Indonesia, D.Herdiana (2019) mencatat bahwa 

tiga indikator smart government, smart community, smart environment dapat digunakan untuk menilai keberhasilan 

smart village [2]. dalam konsep smart village, Smart Government memiliki peranan dalam pemanfaatan teknologi 

guna meningkatkan pelayanan dan kinerja produktivitas pemerintah desa. Smart community dalam konsep Smart 

Village ditujukan pada pemanfaatan teknologi informasi menjadi peluang bagi masyarakat dalam mengoptimalkan 

peran serta dan kontribusinya dalam pembangunan desa. teknologi informasi dihadirkan untuk bisa menumbuhhkan 

kesadaran masyarakat dan penguatan kapasitas masyarakat guna ikut bekontribusi dalam pengembangan desa. 

Pemanfaatan teknologi informasi dalam tataran sosial dapat digunakan untuk pengembangan dan penguatan nilai adat, 

budaya, dan struktur sosial. Tumbuuhnya teknologi dalam informasi yang tepat dalan tatanan soaial akan menciptakan 

kelestarian struktur sosial. Konteks pemanfaatan teknologi dalam smart environment dapat digunakan dalam 

identifikasi potensi alam serta pemanfaatan alam yang lestari dan berkelanjutan. Komponen pemerintah desa, 

masyarakat desa, dan lingkungan pedesaan masing-masing memiliki peran dan tujuan yang berbeda. Konsep smart 

village harus dilaksanakan berdasarkan ketiga unsur tersebut karena peran dan pengaruhnya masing-masing. 

Pemerintah Desa memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan social 

kemasyarakatan yang sudah diatur dalam undang-undang [6]. Aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 memperjelas bahwa tanggung jawab penyelenggaraan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat 

ada pada Kepala Desa dan Pemerintah Desa [7]. Pengertian pembangunan desa di atas mencakup peningkatan taraf 

hidup dan kesejahteraan masyarakat sekaligus Mengurangi kemiskinan dengan menyediakan kebutuhan dasar, 

membangun infrastruktur dan fasilitas, mendorong pembangunan ekonomi daerah, dan memanfaatkan sumber daya 

alam dan lingkungan secara berkelanjutan, sehingga kemiskinan dapat diberantas. Untuk mencapai keadilan sosial, 

pemerintah harus mengedepankan persatuan, kekeluargaan, dan kerjasama dalam melaksanakan pembangunan desa 

[8]. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas serta perilaku dan penggunaan sumber daya melalui 

kebijakan, program, acara, dan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat merupakan tujuan pemberdayaan 

masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan menghidupi diri sendiri. Dengan kompetensi 

yang dimiliki oleh pemerintah Desa dalam memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga Desa diseluruh Indonesia 

masuk dalam kategori mandiri. Desa mandiri ialah desa yang memiliki akses terhadap pelayanan publik, infrastruktur 

yang memadai, fasilitas dasar, dan pemerintahan yang baik (good governance). Desa mandiri mampu melaksanakan 

pembangunan desa dengan mengutamakan ketahanan sosial, ekonomi, dan perekonomian berkelanjutan guna 

menyejahterakan masyarakat desa dan kualitas hidupnya, kondisi seperti ini mencerminkan keinginan masyarakat 

desa untuk maju dengan cara mengembangkan hasil karya/produk-produk masyarakat desa dalam memenuhi 

kebutuhannya. Pemerintah Desa dalam membangun desa cerdas dapat diawali dengan memotivasi dan menggerakkan 

seluruh elemen yang berkepentingan guna memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dalam melaksanakan 

kegiatan administrasi desa dengan mengunakan sistem aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa [9]. 

dalam konsep smart village di Indonesia pendekatan yang diterapkan ialah bottom-up dan Untuk mencapai 

pemberdayaan kelembagaan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan melalui pemanfaatan teknologi, 

pemerintah berperan sebagai fasilitator. Dengan uraian diatas maka pemerintah Desa dalam muwujudkan smart village 

memiliki peranan sebagai motivator, fasiliator, dinamisator. 

Perkembangan teknologi Informasi memberikan dampak positif terhadap kehidupan manusia dalam melakukan 

berbagai kegiatan sehari-hari. Mengingat betapa pesatnya perkembangan teknologi saat ini memudahkan seseorang 

dalam melakukan komunikasi jarak jauh, kemudahan mendapat informasi, hiburan, dan perkembangan teknologi 

juga dapat membantu peran Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat. Teknologi informasi 

digunakan sebagai alat pendukung untuk meningkatkan efisiensi sistem pemerintahan (e-government). E- 

Government secara umum mengacu pada program berbasis komputer dan internet yang dirancang untuk meningkatkan 

layanan masyarakat dan hubungan dengan pemerintah [10]. Implementasi e-governmnet saat ini dilihat dengan adanya 

pelayanan terpadu dengan sistem online dan ditandai dengan adanya website resmi organisasi pemerintahan. 
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Penerapan e-government akan mempermudah pemerintah dalam menyampaikan informasi antara pemerintah dan 

masyarakat (government to citizen) dan Pemerintah dengan swasta (government to business). E-government 

merupakan sebuah inovasi dalam strategi komunikasi yang akan bermanfaat dalam menunjang peran pemerintah. 

Dalam pengembangannya e-government memiliki dampak yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat, 

diantaranya: kemudahan akses dalam melakukan pelayanan menggunakan sitem digital tanpa harus pergi ke kantor 

pemerintahan dan kemudahan dalam mencari informasi yang sudah disediakan melalui sosial media pemerintah 

sehingga masyarakat dalam mencari informasi cukup lewat smartphone.Tabel 1 berikut merupakan rekap Skor Indeks 

Desa Membangun di Indonesia Pada tahun 2023. 

Tabel 1. Rekap Status Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Desa Tahun 2023 

Sumber: Diolah Kementrian Desa, PDT Dan Transmigrasi (2023) 

 

Tabel diatas menggambakan berdasakan Penilaian Indek Desa Membangun (IDM) tahun 2023, Desa mandiri 

mengalami peningkatan secara signfikan yaitu dari 6.238 Desa pada tahun 2022 menjadi sebanyak 11,456 Desa 

mandiri pada tahun 2023 [11]. IDM merupakan metode pelaksanaan pembangunan desa berbasis data dan menilai 

tingkat kemandirian dan kemajuan yang dicapai masyarakat. Ada tiga indeks komposit yang membentuk IDM, 

pertama ketahanan sosial yang terdiri dari modal sosial, kesehatan, pendidikan, pemukiman. Kedua ketahanan 

ekonomi dan ketiga ketahanan ekologi desa. Dalam rekap status kabupaten/kota tahun 2023 Kabupaten Sidoarjo 

menempati posisi ke 60 dengan nilai rata-rata IDM kabupaten 0,7965 dengan status IDM Maju. 

Desa sugihwaras merupakan salah satu Desa yang pada tahun 2021 diakui sebagai penyelenggara inovasi 

pelayanan desa/kelurahan terbaik Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah kabupaten Sidoarjo dalam peraturan Bupati 

Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunkasi Menuju Smart City di 

Kabupaten Sidoarjo menjelaskan bahwa pemerintah Daerah dan Desa agar Teknologi informasi dan Komunikasi dapat 

dimanfaatkan secara optimal, terukur, dan terarah [12]. Desa Sugihwaras secara status IDM adalah Desa Mandiri. 

Tidak hanya Desa Sugihwaras saja, setidaknya pada tahun 2022 ada 73 Desa di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki 

status Mandiri. Desa berstatus Mandiri tersebut tersebar di 14 Kecamatan. Pada Tabel 2 berikut merupakan skor indeks 

desa membangun yang diperoleh Desa Sugihwaras pada tahun 2023. 

 

Tabel 2. Skor Indeks Desa Membangun Desa Sugihwaras  

 

INDIKATOR IDM SKOR 

Indeks Ketahanan Sosial 0.98 

Indeks Ketahanan Ekonomi 0.90 

Indeks Ketahanan Lingkungan 0.93 

TOTAL 0,9387 

Sumber: Diolah Pemerintah Desa Sugihwaras (2023) 

Tabel diatas merupakan skor Indeks Desa membangun yang diperoleh Desa Sugihwaras pada tahun 2023 ialah 

0,9387 dengan status sebagai Desa Mandiri. Sejak 2019 Desa Sugihwaras telah memiliki beberapa program yang 

bertujuan untuk membangun generasi digital sejak usia dini, program-program tersebut diantaranya adalah griya sinau 

digital, program dengan tujuan untuk memberikan pemerataan fasilitas kepada anak-anak yang kurang mampu untuk 

belajar mengenai dunia digital. Dengan adanya griya sinau digital ini dilakukan untuk memingkatkan kemampuan 

peserta dalam hal membuat Desain grafis, Microsoft office, video editing dan lain sebagainya. Dari segi pelayanan 

 
KLASIFIKASI STATUS 

JUMLAH 

 
PROVINSI 

 
KABUPATEN 

 
KECAMATAN 

 
DESA 

 
MANDIRI 

 
2 

 
39 

 
731 

 
11,456 

 
MAJU 

 
16 

 
182 

 
2,533 

 
23,035 

 
BERKEMBANG 

 
13 

 
158 

 
2,196 

 
28,766 

 
TERTINGGAL 

 
2 

 
36 

 
635 

 
7,154 

 
SANGAT TERTINGGAL 

 
3 

 
19 

 
459 

 
4,850 

 
TOTAL 

 
36 

 
434 

 
6,554 

 
76,261 
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publik, Desa Sugihwaras sudah menerapkan pelayanan secara digital (e-government) dengan menggunakan aplikasi 

Sipraja (sistem pelayanan rakyat sidoarjo), selanjutnya website sugihwaras.desa.id merupakan sistem layanan 

informasi desa yang memuat beberapa informasi tentang profil desa, data kependudukan, informasi keuangan desa, 

pusat informasi bantuan sosial, pusat layanan aduan dan lain sebagainya. sebelum adanya aplikasi/ inovasi yang 

diterapkan oleh Desa Sugihwaras ini sistem informasi yang ada di kantor Pemerintahan Desa Sugihwaras masih 

menggunakan cara manual dimana masyarakat harus datang ke kantor Desa untuk bisa mendapat layanan informasi, 

hal ini terjadi karena belum adanya sistem informasi secara digital yang dapat diakses kapanpun oleh Masyarakat 

dalam aturan Peraturan Desa Sugihwaras Nomor 07 Tahun 2021 tentang pelayanan informasi publik pada pasal 20 

dijelaskan bahwa media teknologi yang harus dimiliki sekurang-kurangnya oleh pemerintah Desa Sugihwaras ialah 

Website, blog, Nomor Telpon atau layanan sms, grup WhatsApp dan Facebook [13]. Media teknologi yang dimiliki 

oleh Pemerintah Desa Sugihwaras bertujuan untuk menjadi alat interaksi dan komunikasi digital antara Pemerintah 

Desa dengan Msyarakat yang bisa berupa saran, kritik, informasi dan aduan pelayanan. Pemerintah Desa Sugihwaras 

menimbang bahwa untuk memperoleh informasi merupakan persyaratan yang mendasar dalam rangka mewujudkan 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel. Dan dengan adanya keterbukaan informasi publik 

dilingkup Pemerintahan Desa Sugihwaras merupakan sebuah sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan 

pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Desa Sugihwaras.  

Gambaran program dan inovasi yang dikembangkan oleh Pemerintahan Desa Sugihwaras, pada observasi yang 

dilakukan oleh peneliti mendapati bahwa kurangnya peranan Pemerintah Desa sebagai Fasilitator dan dinamisator 

yaitu memberikan sosialisai kepada Masyarakat Desa terkait dengan adanya program-program dari Pemerintah Desa 

Sugihwaras belum berjalan secara maksimal hal ini ditambah dengan minimnya pengetahuan warga terkait dengan 

program-program tersebut, hal ini didukung oleh kajian dari penelitian Y.Afandi (2022) yang menunjukkan bahwa 

pemberdayaan ekonomi Masyarakat melalui E-Bes masih belum dilaksanakan secarah menyeluruh [14]. Dan faktor 

penghambat lainnya adalah kurangnya peran pemerintah Desa dalam menjadi motivator dalam meningkatkan 

kualitas sumber daya pada Aparatur Desa sehingga banyak dari Aparatur Desa di Pemerintahan Desa sugihwaras 

yang belum memiliki kompetensi dalam menjalankan sistem teknologi informasi. Hal ini juga didukung dengan 

kajian-kajian yang ditulis oleh peneliti terdahulu diantaranya oleh M. Puspitasari (2023) dalam penelitian 

“Innovation in Sugihwaras village, Sidoarjo district as A smart village Based on Government Policy” dalam hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada indikator smart government, smart people, smart environment, dan 

smart living berjalan baik ditunjukkan dengan inovasi berupa aplikasi sistem pelayanan berbasis elektronik, tetapi 

dalam implementasinya masih ada aplikasi yang belum berjalan sesuai dengan baik seperti Aplikasi E-Bes [15]. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan D.Iswanto (2019) pada penelitian “Peran Pemerintahan Daerah dalam 

Membangun Literasi Digital Aparatur Pemerintahan Desa dalam membangun Smart village governance”. Dalam 

penelitian terdahulu peneliti berfokus pada peranan Pemerintah Desa sebagai fasilitator dan peran pendidikan dengan 

hasil penelitian bahwa peran pemerintah sebagai fasilitator dan pendidikam dapat berjalan tetapi masih tidak 

dibarengi dengan adanya monitoring dan evaluasi secara berkala. Selanjutnya . Dan Penelitian yang ditulis oleh H. 

Nuraini (2021) dalam penelitian “Pengembangan smart village sebagai upaya menjalankan Badan Usaha Milik Desa 

(BumDes pada masa pandemi Covid-19) studi kasus Bumdes Tirta Mandiri Ponggok, Kecamatan poloharjo. Dalam 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa smart government, smart community, smart economy merupakan unsur 

penting dalam mewujudka smart village [9]. Dalam kesemua penelitian terdahulu tersebut sama membahasa secara 

empirik mengenai penerapan Desa pintar/smart village dapat dilihat dari prespektif masalah masing-masing, tetapi 

dalam penelitian terdahulu permasalahan utama yang dihadapi dilapangan yaitu masih kurangnya Peran pemerintah 

Desa dalam meningkatkan kompetensi Aparatur Desa dalam memanfaatkan teknologi informasi guna mewujudkan 

smart village. 

II. METODE 

Dalam penelitian terkait dengan “Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Smart Village” Penelitian studi 

kasus ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan penelitian deskriptif peneliti 

bermaksud untuk mengetahui dan menjabarkann secara rinci serta mendalam mengenai Peran Pemerintah Desa Dalam 

Mewujudkan Smart Village. Lokasi pada penelitian ini adalah Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten 

Sidoarjo. Teknik penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive 

sampling menurut (sugiono, 2015) dijelaskan bahwa purposive sampling ini menentukan sampel dari informasi dan 

tentunya melalui pertimbangan. Informan pada penelitian ini diantaranya Kepala Desa dan Sekertaris Desa 

Sugihwaras. Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini dengan memilih informan dengan 

berlandaskan pada penilaian atas karakteristik sampel yang dibutuhkan sesuai dengan penelitian ini. Teknik 

pengumpulan data penelitian menggunakan teknik observasi, wawancara. Teknik pengumpulan data merupakan 

metode yang digunakan dalam pengumpulan bahan yang digunakan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini 

penulis berfokus pada Peran Pemerintah Desa sebagai Motivator, Fasilitator, dan Dinamisator dalam mewujudkan 
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smart village dengan menggunakan tiga indikator menurut (Herdianan, 2019) [2] pertama, smart government, kedua 

smart community, ketiga smart environmrnt. Pengelolaan data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data 

kualitatif dengan model interaktif Miles dan Hubermen: pertama pengumpulan data, pengumpulan data adalah teknik 

pengumpulan bahan data seperti observasi dan wawancara. Kedua reduksi data, reduksi data merupakan proses selektif yang 

berfokus pada penyederhanaan abstraksi serta transformasi data mentah pada penelitian sehinga mendapatkan 

ringkasan data penting. Ketiga penyajian data, yaitu pemaparan informasi yang didapat dilapangan dengan 

meggunakan kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca. Keempat, penarikan kesimpulan, yaitu menyimpulkan 

semua data yang diperoleh peneliti dilapangan. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Desa Sugihwaras merupakan Desa yang secara administratif terletak di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo 

yang memiliki luas wilayah 107.168 hektar. Desa sugihwaras adalah salah satu desa yang mempumya pengharagaan 

sebagai penyelenggara inovasi pelayanan terbaik Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021. Hal ini tidak bisa dilepaskan 

dari peranan pemerintah desa sebagai fasilitator, motivator, dan dinamisator dalam pengembangan sebuah inovasi 

dalam strategi komunikasi yang bermanfaat dalam menunjang peran pemerintah (e-government). 

Peran Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator  

Secara etimologi peran berarti seseorang yang melakukan tindakan yang dimana tindakan tersebut diharapkan 

oleh masyarakat lain. Arinya setiap tindakan ynag dimiliki setiap individu memiliki arti penting untuk sebagian orang. 

Peranan Pemerintah Desa sebagai fasilitator sangatlah penting dalam mewujudkan smart village di Desa Sugihwaras. 

Dengan melibatkan beberapa aparatur desa, Pemerintah desa memfasilitasi guna mewujudkan pembangunan smart 

village. Fasilitator memiliki peranan sebagai penyedia sarana yang menunjang dsemua rencana dalam mewujudkan 

smart village. Sebagai fasilitator pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menciptakan kondisi yang kondusif 

dalam pelaksanan smart village agar dapat menunjang kepentingan masyarakat dan aparatur desa dalam mewujudkan 

desa pintar. Demi menunjang keberhasilan penerapan konsep smart village di desa Sugihwaras, terdapat tiga hal yang 

dilakukan oleh peemrintah desa sugihwaras. 

Secara etimologi peran berarti seseorang yang melakukan tindakan yang dimana tindakan tersebut diharapkan 

oleh masyarakat lain. Arinya setiap tindakan ynag dimiliki setiap individu memiliki arti penting untuk sebagian orang. 

Peranan Pemerintah Desa sebagai fasilitator sangatlah penting dalam mewujudkan smart village di Desa Sugihwaras. 

Dengan melibatkan beberapa aparatur desa, Pemerintah desa memfasilitasi guna mewujudkan pembangunan smart 

village. Fasilitator memiliki peranan sebagai penyedia sarana yang menunjang dsemua rencana dalam mewujudkan 

smart village. Sebagai fasilitator pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menciptakan kondisi yang kondusif 

dalam pelaksanan smart village agar dapat menunjang kepentingan masyarakat dan aparatur desa dalam mewujudkan 

desa pintar. Demi menunjang keberhasilan penerapan konsep smart village di desa Sugihwaras, terdapat tiga hal yang 

dilakukan oleh peemrintah desa sugihwaras. 

Pertama pemberian fasilitas berupa laptop kepada seluruh aparatur desa guna menunjang kegiatan yang berkaitan 

dengan teknologi informasi. Dalam kaitannya dengan smart government, Penyelenggaraan fungsi pemerintah desa 

sebagai struktur organisasi adalah bentuk dari penyelenggaraan pemerintah. Desa merupakan organisasi didalam 

struktur pemerintahahn terendah yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri, 

dalam konsep smart village desa pemerintah desa memiliki peranan dalam pemanfaatan teknologi guna meningkatkan 

pelayanan dan kinerja produktivitas pemerintah desa. Fasilitas berupa laptop merupakan satu sarana yang penting 

dalam menjalakan sistem e-government dimana semua kegiatan pemerintah beralih dari manual menjadi digital. 

Hal ini juga dilakkan oleh pemerintah desa Sugihwaras yang sejak tahun 2021 dinobatkan sebagai desa 

penyelenggara inovasi pelayanan terbaik di Kabupaten Sidoarjo. Berikut adalah hasil wawancara bersama bapak 

Syaiful selaku kepala desa Sugihwaras: 

 

“untuk fasilitas yang diberikan oleh pemerinntah desa salah satunya adalah laptop untuk para pegawai 

pemerintah desa, yang kedua kita mempunya aplikasi simahir (sistem data kematian dan kelahiran), jadi 

masyarakat desa selama ini masih ada yang bingung atau lupa dengan tanggal kematian keluarga atau 

saudaranya denngan aplikasi ini masyarakat desa sudah tau tanggal kematian tanpa haru ke makam” 

(Wawancara, 04 Januari 2024) 

 

Fasilitas yang kedua ialah aplikasi/ website smart RTku dan layanan jaringan wifi untuk masyarakat desa 

sugihwaras. Pemerintah desa sugihwaras saat ini bekerja sama dengan perusahaan Myrepublik unutk membangun 

jaringan diwilayah desa Sugihwaras dengan tujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk bisa 

memanfaatkan jarinngan internet untuk kepentingan pribadi atau kepentingan bersama yang berdampak pada 
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kegiatan-kegiatan yang positf. Sedangkan pada website SmartRTku merupakan website yayng dibuat untuk menjadi 

pos pengaduan dan pelaporan apabila ada terjadi masalah di lingkungan masyarakat desa. Berikut hasil wawancara 

bersama bapak Amiril selaku sekertaris desa sugihwaras: 

“ada smart RT ku, kita mencoba untuk mencerdaskan wilayah. Jadi masrayakat dan Pak Rt mempunyai akses 

untuk melaporkan setiap ada kegiatan, laporan/ pengaduan, smart rt ku itu juga bisa mengirimkan foto juga jadi 

kalau ada kejadian diwilayahnya pak Rt bisa melaporkan lewat website itu. untuk fasilitas pemerintah desa juga 

bekerja sama dengan myrepublik untuk membangu jaringan internet wifi, jadi perhari ini Masyarakat Desa 

Sugihwaras ini sudah ada wifinya semua.” (Wawancara, 04 Januari 2024) 

 

Fasilitas selanjutnya yang diberikan oleh pemerintah desa sugihwaras ialah aplikasi E-Bes (elektronik badan 

usaha milik desa sugihwaras) yang bertujuan untuk memberikan wadah para pelaku Umkm untuk bisa tetap eksis 

dimasa pandemic covid 2019. Berikut adalah hasil wawancara bersama bapak Amiril selaku Sekertaris Desa 

Sugihwaras: 

“kita ada aplikasi yang namanya E-Bes (elektronik bumdes sugihwaras) itu berjalan 2019 aplikasi ini untuk 

menjawab persoalan covid karena pada saat ini pelaku umkm tidak berdaya karena pembatasan psbb dan ppkm. 

Jadi inovasi ini lahir karena kebuutuhan masyarakat jadi kita munculkann aplikas bernama E-Bes dan kebetulan 

saya yang membuatnya karena saya seendiri basicnya orang TI, jadi aplikasi ini pernah menjadi perbincangan 

di Indonesia bahkan perwakilan word bank Indonesia ini mewawancarai kita disini termasuk BRIN. E-Bes itu 

menjadi tonggak peningkatan perekonomian di Desa sugihwaras meskipun di massa covid” (Wawancara, 04 

Januari 2024) 

 

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa aplikasi E-Bes dimulai pada tahun 2019 dimana aplikasi 

ini dipergunakan atau difungsikan untuk membantu UMKM yang terbatas dalam penjualan secara offline 

dikarenakan kebijakan PSBB dan PPKM pada saat pandemic Covid-19. E-Bes menjadi aplikasi yang cukup familiar 

ketika pandemic Covid-19 yang berlangsung di tahun 2020 hingga 2021. Aplikasi ini pernah menjadi perbincangan 

di tingkat nasional hingga mendapat sorotan dari Kementerian Dalam Negeri, perwakilan World Bank di Indonesia, 

dan BRIN. Sehingga sampai saat ini Desa Sugihwaras menjadi desa percontohan dalam inovasi digital. Dalam 

pemberian fasilitas teknologi informasi juga diimbangi dengan fasilitas berupa sarana dan prasarana salah satunya 

yaitu berupa bangunan yang dipergunakan untuk menunjang berjalnnya BUMDes Desa Sugihwaras. berikut 

merupakan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Desa sebgai fasilitas sebagai berikut:  

 

Gambar 1. Lokasi BUMDes Desa Sugihwaras 

 

Dalam mewujudkan smart village pemerintah desa memberikan fasilitas yang dapat menunjang keberhasilan 

program desa. Sebagai fasilitator pemerintah desa bergerak dalam pemberian sarana prasarana, dan pendampingan. 

Peranan pemerintah desa dalam menjadi fasilitator sangatlah penting dalam menunjang pembangunan sebuah desa, 

fasilitas yang diberikan bukan hanya berfokus pada pemberian sarana tapi juga harus berfokus pada prasarana yang 

ada. Aplikasi E-Bes merupakan aplikasi yang dibuat untuk penguatan ekoonomi masyarakat desa. sebelum adanya 
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aplikasi ini masyarakat menjalankan dagangannya dengan cara memprommosikan secara ofline, dan setelah adanya 

aplikasi E-Bes promosi dilakukan secara digital dengan ruang lingkup yang lebih luas. 

 

Peran Pemerintah Desa Sebagai Motivator  

 

Pemerintah Desa dengan perannya sebagai motivator sangat dibutuhkan supaya geliat usaha dalam mewujudkan 

Smart Village terus berkelanjutan. Pemerintah desa Sugihwaras dalam perannya sebagai motivator bertindak sebagai 

pendamping dalam memberikan motivasi kepada aparatur desa dan masyarakat desa dalam mewujudkan smart village 

Pemerintah Desa dalam membangun desa cerdas dapat diawali dengan memotivasi dan menggerakkan seluruh elemen 

yang berkepentingan guna memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dalam melaksanakan kegiatan administrasi 

desa dengan mengunakan sistem aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Adapun peran yang 

dilakukan oleh pemerintah desa sebagai motivator yaitu sesalu mendukung dan mendorong para perangkat desa untuk 

ikut andil dalam setiap pembinaan dan perlombaan inovasi digital ditingkat kabupaten maupun provinsi berikut adalah 

hasil wawancara dengan bapak Amiril selaku sekertaris desa Sugihwaras: 

“Ada Inotek atau inovasi teknologi, jadi inovasi teknologi ini inovasi ditingkat desa untuk diadu di tingkat 

provinsi, jadi kemarin desa Sugihwaras sampai masuk 15 besar untuk lomba PPID” (Wawancara, 04 Januari 

2024) 

Pelaksanaan jalannya pemerintahan yang baik harus didukung oleh sistem administrasi yang benar, rapih dan tertib 

sehingga dapat memberikan informasi secara mudah dan berguna bagi penyusunan program. Oleh karena itu 

perlunya pendampingan dan pelatihan kepada para aparatur desa dalam memanfatkan teknologi informasi guna 

mewujukan pemerintahan yang baik. Pemerintah desa sugihwaras selalu mendorong para aparatur dan elemen 

masyarakat lainnya untuk selalu mengikuti pelatihan guna meningkatkan skill dalam menjalankan teknologi. Berikut 

adalah hasil wawancara bersama bapak Amiril selaku sekertaris Desa Sugihwaras: 

“Dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa juga ada pembinaan dalam menjalankann aplikasi/ website desa. Dari 

Dinas Komunikasi dan Informatika juga ada kemarin ada pembinaan mengenai PPID di BKD, jadi kita sebagai 

pemerintah desa mensupport kaur masing-masing untuk bisa mewujudkan desa pintar” (Wawancara, 04 Januari 

2024) 

 

Selanjutnya ialah pemberian pendidikan teknologi informasi melalui program griya sinau digital. Griya sinau 

digital merupakan program yang dimulai pada tahun 2019 dengan tujuan untuk membangun generasi digital sejak 

dini.program ini menyasar anak-anak sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Pelatian yang dibeikan pada 

program ini ialah pelatihan desain grafis, Microsoft office, video editing daln lain sebagainya. berikut adalah hasil 

wawancara dengan bapak syaiful selaku kepala desa dan bapak amiril selalku sekertaris desa sugihwaras: 

“kita tiap minggu ada kegiatan griya sinau digital. Griya sinau digital ini untuk anak yang kurang mampu agar 

supaya bisa paham digitalisasi. Program ini dari 2019 sampai hari ini kita sudah punya delapan puluh anak didik 

yang mana kegiatan itu dilakukan setiap minggu pagi dibagi beberapa gelombang tanpa biaya apapun, untuk 

outputnya anak anak sd disina setelah ikut program ini bisa mahir desain. Pemerintah Desa Sugihwaras ini 

pingin desanya menjadi maju, untuk itu pemanfaatan teknologi menjadi menjadi prioritas dalam pelayanan, baik 

dari segi administrasi/pembayaran jasa melalui Bumdes” (Wawancara, 04 Januari 2024) 

Pentingnya peranan motivator dalam pembangunan desa, kepala desa sebagai motivator harus mampu 

memberikan motivasi kepada warga agar ikut aktif dalam pelaksanaan pembangunan sehingga pembangunan yang 

ingin dicapai dapat dilaksanakan dengan mudah. Pemerintah daerah dan desa dalam mensukseskan e-government terus 

memberi pendampingan baik aparatur di tingkat desa maupun daerah. Berikut merupakan penjelasan beserta tujuan 

dari program-program yang ada di Desa Sugihwaras sebagai berikut : 

Tabel 3. Inovasi Desa Sugihwaras 

 

NO INOVASI/ PROGRAM TUJUAN 

 
1 

 
Griya Sinau Digital 

memberikan pemerataan fasilitas kepada anak-anak 

yang kurang mampu untuk belajar mengenai dunia 

digital 

2 Pembinaan UMKM 
Memberikan pembinaan kepada para pelaku UMKM 

di Desa Sugihwaras dalam menjalankan marketplace 
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3 

 
Aplikasi E-Bes (elektronik BUMDes Sugihwaras) 

Inovasi Dari Pemerintah Desa guna membantu 

meningkatkan perekonomian Masyarakat di era 

pandemi 

4 
Aplikasi Simahir (Sistem data Kematian dan 

kelahiran) 

Untuk mempermudah masyarakat dalam mencari 

data kematian dan kelahiran seseorang 

 
5 

 
Website SmartRTku 

Pos pengaduan online yang mempermudah 

Masyarakat dalam melakukan pengaduan kepada 

Pemerintah Desa Sugihwaras 

Sumber: Diolah Pemerintah Desa Sugihwaras (2023) 

Pada tabel3 dapat diketahui bahwa ada lima aplikasi berbasis e-government, dimana aplikasi atau web tersebut 

memiliki berbagai macam keguanan salah satunya yaitu untuk membantu mengembangkan UMKM yang ada di 

Desa Sugihwaras, aplikasi E-Bes yang digunakan untuk BUMDes Desa Sugihwaras. Pengembangan dan 

pemanfaatan teknologi informasi menjadi peluang masyarakat dalam mengoptimalkan peran serta dan kontribusinya 

dalam pembangunan desa. teknologi informasi dihadirkan untuk bisa menumbuhhkan kesadaran masyarakat dan 

penguatan kapasitas masyarakat guna ikut bekontribusi dalam pengembangan desa. Pemerintah desa sebagai 

motivator harus mampu memotivasi kepada aparatur desa dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan guna 

menciptakan kondisi yang diinginkan. Untuk menjadikan desa Sugihwaras menjadi desa yang maju, Pemerintah desa 

yaitu kepala desa selalu mendorong para aparatur desa dan juga masyarakat untuk turut serta dalam mengikuti 

pelatihan dan perlombaan dibidang teknologi informasi desa, adapun tujuan yang diharapkan adalah aparatur desa 

mampu melihat dan belajar lebih dalam lagi terkait inovasi teknologi di era saat ini. 

Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator  

Peran pemerintah adalah membawa perubahan dalam kebaikan bersama dalam keutuhan bangsa dan persatuan dan 

kesatuan bangsa. Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi 

kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. 

Pemerintah dea sugihwaras memiliki komitmen untuk sellu melakukan perubahan kearah yang lebih baik, hal ini 

ditunjukkan dengan mewujudkan desa digital yang meraih penghargaan inovasi pelayanan terbaik 2021 se-kabupaten 

sidoarjo. Dalam mewujudkan smart village pemerintah desa sugihwaras berperan dalam pemberian pembinaan secara 

intensif dan efektif kepada Masyaraka. dalam perannya sebagai dinamisator ada beberapa hal yang sudah dilakukan 

pemerintah desa Sugihwaras diantaranya dalam menampung aspirasi msyarakat desa, Desa Sugihwaras memiliki 

aplikasi/website Smart Rtku yang berfungsi sebagai pos pengaduan masyarakat kepada pemerintah desa apabila ada 

permasalahan yang menyangkut tentang ketertiban dan keamanan desa. Berikut adalah hasil wawancara dengan 

kepala desa dan sekertaris desa Sugihwaras: 

“Desa Sugihwaras mencoba untuk mengimbangi smart city nya sidoarjo,akhirnya desa sugihwaras membuat 

desa digital. Yang mana seluruh pelayanan ke masyarakat itu mengunakan aplikasi untuk menjawab tantangan digital 

juga” (Wawancara, 04 Januari 2024) 

Desa digital merupakan sebuah program yang dirancang oleh pemerintah demi memberikan layanan informasi di 

wilayah pedesaan dengan memanfaatkan teknologi. Pembuatan platform pada desa digital berfokus pada 

keterbukaan iformasi pelayanan dan perekonomian. Dalam penerapannya di desa Sugihwaras kosep desa digital sudah 

mulai dijalankan, hal ini ditandai dengan adanya sistem layanan informasi dan juga aplikasi layanan yang menjawab 

kebutuhan masyarakat desa. dalam mendorong keberhasilan program desa digital perlu adanya sosialisasi. Sosialisasi 

merupakan proses belajar, yaitu suatu proses akomodasi dengan mana individu menahan, iimpulus dalam dirinya dan 

mengambil alih cara hidup atau kebudayaan masyarakat. Adapun sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerinta Desa 

Sugihwaras yaitu memberikan arahahan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam menjalankan program ini. Hal ini 

disampaikan oleh bapak amiril selaku sekertaris desa Sugihwaras: 

“yang pertama kita sosialisasi dan berkomunikasi dengan warga bahwa ada program dari desa agar warga ikut 

andil dalam program atau melibatkan masyarakat desa dalam musyawarah desa dan kegiatan kelompok 

kemasyarakatan lainnya. kalau yang dilakukan pemerinntah desa dalam desa cerdas kita sudah berusaha, jadi 

pendataan-pendataan kita sudah digitalisasi, seperti pendataan kelahiran, kematian, dan desa membuat aplikasi 

untuk menunjang agar para stekholder seprti Pak Rt/Rw, kader Pkk, dll ini bisa melaporkan lewat aplikasi. Jadi 

datanya nanti bisa dipakai untuk pertimbangan kepala desa” (Wawancara, 04 Januari 2024) 
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Musyawarah adalah kegiatan penting daam melaksaakan pembangunan desa. Desa Sugihwaras dalam 

mewujudkan desa cerdas atau smart village turut serta melibatkan masyarakat dalam pembuatan program-program 

desa hal ini berujuan untuk menemukan kebaikan bersama demi menciptakan kondisi desa yang diinginkan. Saat ini 

pemerintah desa sugihwaras sealalu memberikan kemudahan akses dalam pelaporan dan pengaduan terkait dengan 

persoalan yang ada ditengah masyarakat desa Sugihwaras, Peranan dinamisator atau penggerak dari pemerintah desa 

juga diwujudkan dalam keputusan kepala desa Sugihwaras Nomor 36 Tahun 2019 bahwa untuk tersedianya informasi 

publik yang dapat dipertangguungjawabkan perlu dukungan dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media 

sebagai sarana pelayanan. Dengan pembentukan Pejabat pengelola informasi dan komunikasi ini menjadi satu 

landasan hukum untuk para aparatur desa untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dokumen keputusan kepala 

desa. Pemanfaatan teknologi informasi dalam tataran sosial dapat digunakan untuk pengembangan dan penguatan 

nilai adat, budaya, dan struktur sosial. Tumbuuhnya teknologi dalam informasi yang tepat dalan tatanan soaial akan 

menciptakan kelestarian struktur sosial. 

 

VII. SIMPULAN 

Berdasarkan peranan pemerintah sebagai fasilitator, motivator dan dinamisator dengan menggunkan tiga indikator 

smart government, smart community dan smart environment dalam mewujudkan smart village di desa sugihiwaras; 

Peranan pemerintah desa sebagai fasilitator telah dijalankan dengan baik hal ini dilihat dengan beberapa inovasi yang 

dibuat oleh pemerintah desa sugihwaras khususnya inovasi melalui aplikasi/website yang memberikan dampak 

kemudahan masyarakat desa dalam melakukan pelayanan dan mempermudah dalam mendapatkan informasi desa, hal 

ini sejalan dengan indikator smart government dimana pemerintah desa berperan dalam pemanfaatan teknologi guna 

meningkatkan pelayanan dan kinerja produktivitas pemerintah desa. 

Peran pemerintah desa sebagai motivator ditujukkan dengan adanya dorongan dari kepala desa untuk seluruh      elemen 

dari pegawai aparatur desa dengan pendampingan dan pendidikan sehingga masyarakat untuk turut serta dalam 

mensukseskan konsep smart village bersama-sama. Dalam mewujudkan pelayanan publik berbasis teknologi 

pemerintah desa telah membuat aplikasi dan website yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Diantaranya ialah 

website smart rtku yang dibuat dengan tujuan sebagai pos pengaduan masyarakat apabila terjadi masalah dilingkungan 

desa, selanjutnya ada aplikasi E-Bes yang dibentuk untuk menjadi tonggak pertumbuhan ekonomi desa sugihwaras, 

hal ii sejalan dengan indikator smart community. Dalam konsep smart village indikator smart community ditujukan 

pada pemanfaatan teknologi informasi untuk menjadi peluang bagi masyarakat dalam mengoptimalkan peran serta 

dan kontribusinya dalam pembangunan desa. teknologi informasi dihadirkan untuk bisa menumbuhhkan kesadaran 

masyarakat dan penguatan kapasitas masyarakat guna ikut bekontribusi dalam pengembangan desa. 

Peranan pemerintah sebagai dinamisator juga berjalan dengan baik, hal ini ditujukan dengan adanya gerakkan untuk 

mengubah dari desa yang pelayanan publiknya dilakukan secara manual menjadi pelayanan yang berbasis digital (e-

government). Sedangkan dalam indikator smart environment dimana identifikasi potensi alam serta pemanfaatan alam 

yang lestari dan berkelanjutan dalam hasil wawancara dan observasi belum menunjukan keberhasilan secara nyata. 
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